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I. Pendahuluan

Hadirin yang saya hormati,

Revolusi yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia melawan
pemerintah kolonial Belanda, tidaklah hanya suatu perjuangan
untuk mencapai kemerdekaan politik semata-mata, tetapi
disamping itu revolusi dimaksud juga merupakan suatu revolusi
sosial dan ekonomi, yang ditimbulkan oleh suatu Bangsa yang
telah bertekad sebulat-bulatnya untuk menempatkan nasib

Indonesia dalam tangannya sendiri.

Hal imi dapat kita lihat kalau kita perhatikan dengan sungguh-
sungguh proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberi
semangat vang luar biasa kepada Bangsa Indonesia yaitu :

1. Menegarakan Indonesta yang dahulunya Negara jajahan
Belanda menjadi Negara Republik Indonesia yang merdeka
dan berdaulat;

2. Sejak saat itu pula lahirlah Tata Hukum Indonesia.

Salah satu peninggalan pe-mérintah kolonial Belanda pada

Bangsa Indonesia di bidang hukum adalah keanekawamaan

hukum yang berlaku, memecah belah bangsa Indonesia menjadi

golongan-golongan penduduk, dan kemudian tiap-tiap gol~ngan

penduduk tersebut diberlakukan hukum-hukum yang berbeda-
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beda pula. Pada zaman penjajahan Belanda sebagian besar
hukum yang diperuntukkan dcagi bangsa Indonesia adalah alat
bagi penjajah Belanda untuk melestarikan kekuasaannya. Hal
ini tercermin dengan jelas pada kewenangan-kewenangan
pembentukan hukum, proses pembentukan hukum, pembedaan-
pembedaan dalam macam hukum yang beriaku bagi sescorang
atau golongan-golongan penduduk, perbedaan dalam cara
penegakkannya dan sebagainya. Pendeknya dapat dikatakan
segala kehidupan hukum dibina untuk dicapainya maksud-
maksud penjajah, sehingga konsepsi hukum pada waktu itu
tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Dengan tamatnya keknasaan kolonial Belanda itu, kita
dihadapkan kepadza masalah mengubah dan membaharui
Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat
kolonial Belanda dahulu dan kemudian mewujudkan ketentuan-
ketentuan baru, disesuaikan dengan iklim Indonesia yang telah
merdeka dan berdaulat, serta disesuaikan pula dengan tuntutan
untuk mencapai negara méju dan modem. Hal im telah
diamanatkan oleh Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 9 Juni 1966 yang antara

lain menyatakan :



“Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan
pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah detik penjebolan tertib
hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum

nasional”.

Dengan demikian jelas, masyarakat Indonesia sejak proklamas‘i
kemerdekaan dibacakan oleh Presiden Pertama Bung Kamo,
harus mengadakan perubahan-perubahan yang besar khususnya

dalam bidang hukum.

Satjipto Rahardjo, dalam buku beliau yang berjudul
“Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu
Hukum” pada halaman 43 buku tersebut menulis : |
“Didalam masa terjadinya perubahan-perubahan sosial
yang besar yang sedang dihadapi Indonesia dewasa i,
maka tantangan-tantangan yahg dihadapkan pada hukum
antara lain, adalah :
- perubahan fundamental dalam azas kenegaraan dﬁn
hukum, yaitu Pancasila;
- perubahan-perubahan dalam susunan perlapisan sosial
sesudah kemerdekaan; .
- perkembangan yang tidak seimbang antara organisasi
pengadilan dar perkembangan penduduk;



- perubahan nila’-nilai didalam masyarakat termasuk
perubahan dalani sususnan jenjang dari nilai-nilai itu;

- kemajuan atau pemakaian teknologi modern yang
merubah irama kehidupan dan mempermudah komu-
nikasi serta dengan demikian mencairkan batas-batas
lingkungan {tradisional) yang semula kaku antara suk,
adat dan sebagainya;

- lebih banyak situasi konflik yang timbul antara lain
sebagai akibat dari modermsasi, industnalisasi,

urbanisasi”.

Selaniutnya dikatakan :

“Apabila di dalam menghadapi tantangan berupa faktor-
faktor sebagaimana disebutkan di atas hukum sama
sekali tidak memberikan tanggapan, maka ini berarti
bahwa 1a tetap mempertahankan tanda dirinya yang
tertutup. Dalam keadaan yang steril ini maka kepin-
cangan yang terjadi akan tetap berlarut dan bertambah
besar’. 1)

Apa yang dikemukakan Satjipto Rahardjo tersebut memang
tepat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar

1¢45 disahkan dan sejak itu pula menjadi Hukum Dasar

tertinggi di Negara Hukum Indonesia. Adanya Aturan Peralihan ‘
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Pasal I UUD 1945, memberikan 1zin terus berlakunya hukum
dan perundang-undangan pada zaman Kolonial Belanda dahulu,
selama belum dicabut, diganti maupun diubah atas kuasa UUD
1945, Akibatnya sudah tentu sering terjadi kepincangan maupun
kekacauan di bidang hukum, dalam pelaksa-naannya di dalam
masyarakat, Khususnya dalam lapangan Hukum Sipil/Hukum
Perdata dan Dagang. Politik Dualisme yang dijalankan oleh
pemerintah kolonial Belanda dahulu di lapangan hukum ini terus

berlanjut sampai sekarang.

Dualisme yang dimaksud adalah dalam satu Negara Hukum
Republik Indonesia dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum
Dagang berlaku dua sistem hukum yang berbeda untuk para
warga negaranya. Di satu pihak berlaku Hukum Perdata dan
Hukum Dagang Eropah bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa
yang menjadi warganegara Indonesia semenjak penyerahan
kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia,
dipthak lain yaitu orang-orang Indonesia Asli yang pada zaman
Hindia Belanda dinamakan golongan Pribumi tunduk pada

Hukum Perdata dan Hukum Dagang Adat.

Bagaimanapun juga keadaan semacam ini harus segera diakhiri,
demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa di dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.



Pembentukan Hukum Nzsional adalah salah satu cafa untuk
segera mengakhiri duaiisme dalam sistem hukum yang berlaku
di negara kita tersebut karena antara Hukum Adat dan
Hukum Eropah (Barat) menunjukkan perbedaan yang fun-

damental.

Soepomo, dalam buku beliau yang berjudul “Hubungan Individu

dan Masyarakat dalam Hukum Adat” beliau menulis
“Tapi bagaimanapun juga sistem Hukum Eropah itu
adalah suatu hasil dari mentaiiteit individualis, hukum
itu adalah penjelasan pikiran individualistis, jadi pikiran
abstrak. karena pada hakekatnya sumbemya adalah
individu-individu yang terasing yang perhubungannya
hanya sambil lalu, ditetapkan oleh kemauannya yang
merdeka. Di  dalam sistem ini  individu-individu
dianggap sebagai makhluk-makhluk yang merdeka dan
tamak dan semata-mata bekerja untuk kepentingan diri
sendiri. Dalam pergaulan individu-individn  vyang
dianggap berdiri sendiri-sendiri itu, kepentingan saling

berbenturan” .2)

Selanjutnya dalam buku yang sama pada halaman 10 beliau

rmenulis :



“Di dalam Hukum Adat manusia sama sekali bukan
individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan
semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan
terutama ialah anggota masyarakat. Didalam Hukum
Adat yang primer bukaniah individu melainkan masya-
rakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan
hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu
anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup pertama
untuk mencapal tujuan masyarakat. Karena 1tu
tanggapan Hukum Adat, kehidupan individu 1ialah
kehidupan yang terutama ditujukan buat mengabdi

masvarakat” 3)

Perbedaan yang sangat prinsip seperti yang dikemukakan
Soepomo di atas sulitlah diberlakukan sejajar sama kuat antara
Hukum Adat dan Hukum Eropah dalam satu Negara Indonesia,
Hukum Adat bermentalitaskan komunal/kebersamaan sedang

Hukum Eropah bermentalitaskan individualistis.

Tidaklah sesuai dengan rasa keadilan, Hukum Eropa yang asing
bagi Masyarakat Adat Indonesia dipaksakan berlaku di bumi
Indonesia yang sudah merdeka ini yang jelas bertentangan

dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat atau tidak



II.

mencukupi rasa Keadilan rakyat yang bersangkutan, bmdeknya
bertentangan dengan i.ebudayaan rakyat Indonesia. Kalau hal ini
dipaksakan, maka akan senantiasa timbul kekacauan hukum

dalam praktek maupun pelaksanaannya.

Hukum Adat sebagai Azas-Azas Pembentukan Hukum

Nasional

Hadirin yang saya muliakan,

Mengingat forum ini tidak hanya dihadiri oleh kalangan
Ilmu Hukum, perkenankan terlebih dahulu saya uraikan secara
singkat Ilmu Hukum Adat .

Hukum Adat sebagai suatu model hukum, baru mendapat
perhatian dari kalangan Jlmu Pengetahuan Hukum yang modemn
pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang
ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula
memakai istilah “Hukum Adat” dalam bukunya yang berjudul
De Atjeher’s kemudian van Vollenhoven memakai sebagai
istilah teknik ywuridis. Sarjana ini pula yang pertama-tama
memasuskkan pelajaran hukum adat ke dalam rumazh ilmu
hukum. Istilah Hukum Adat itu sendiri merupakan terjemahan
dari istilah Adatrecht (Bahasa Belanda), dan kalau diteliti lebth
lanjut, kata Adat berasal dari Bahasa Arab, tetapi dapat
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dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia, yang
mula-mula berarti kebiasaan. Dengan kata adat itu sekarang
yang dimaksud adalah semua kesusilaan dan kebiasaan
Indonesia disemua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan
tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang
Indonesia biasa bertingkah laku. Jadi di dalamnya termuat pula
peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup
bersama dari pada orang-orang Indonesia.

Kata Recht berasal dart bahasa Belanda yang berarti Hukum.
Sehingga istilah Adatrecht perpaduan dari dua kata asing yaitu
Adat dari bahasa Arab dan Recht dari bahasa Belanda.

Soepomo menulis dalamn bukunya yang oerjudui “Bab-
bab Tentang Hukum Adat” : Hukum Adat adalak hukum non-
statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan
sebagian kecil hukum Isiam. Hukum Adat itupun melingkupi
hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan Hakim yang
berisi azas-azas hukum dalam lingkungan, di mana 1ia
memutuskan perkara. Hukum Adat berurat berakar pada
kebudayaan tradisional.

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena i1a
menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai
dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dala.n
keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 4)
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Hukum Adat ¢ ilam hal ini Hukum Adat Perdata, berlaku

bagi bangsa Indones'a dalam hal-hal, dimana hukum perdata
tidak diganti dengan peraturan Undang-Undang, orang-orang
Eropah dan orang-orang Tionghoa, yang menjadi warganegara
Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda
kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949,
tunduk kepada Hukum-hukum Perdata Eropah (Belanda).
Hukum Adat Pidana dan Hukum Adat Acara berlaku dalam hal-
hal, dimana Hukum Adat itu belum diganti dengan peraturan-
peraturan undang-undung di daerah-daerah Indonesia, dimana
masih bertugas apa yang dinamakan “Peradilan Adat”
(Inheemserechispraak).
Hukum Adat Konstitusional dan Hukum Adat Tata Usaha
berlaku, jika belum diganti dengan peraturan-peraturan undang-
undang dalam masyarakai-masyarakat desa dan daerah adat
otonom yang lebih tinggi tingkatannya.

Hadirin yang saya hormati, |

Hukum Adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia.
Dimana ada Masyarakat, disana ada Hukum (adat). Inilah suatu
kenyataan umum di seluruh duma. Cicero lebih kurang 2000

tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu



bahasa latin kata-kata yang tahan zaman : “Ubi societas Ubi
ius”.

Dalam zaman modem, kenyataan ini ditegaskan dengan penuh
keyakinan oleh mazab FEthnologishe Jurispruden;, vyang
pelopomyz A H. Post mengikrarkan dalam bahasanya bahasa
Jerman, kalimat “Es gibt kein Volx der Erde, welches nicht,
die Anfange eines Rechtes besasse”.

Van Apeldoomn mengulangi kata-kata Post itu dalam bahasanya
sendiri : “Recht is er over de gehele wereld, overal waar een
samen leving van mensen is”. Hukum yang terdapat di dalam
tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun
masyarakat itu, menjadi cenminnya. Karena tiap masyarakat,
tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan
sifatnya sendiri - biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat
tertentu (misalnya semua rakyat Eropa Barat) ada banyak
persamaan pula, mempunyai cara berpikir, “geestestructuur”
sendiri, maka hukum didalam tiap masyarakat, sebagai salah
satu penjelmaan “geestestructunr” masyarakat yang bersang-
kutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum
masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.5)

Von Savigny, pemah mengajarkan bahwa hukum mengikuti
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“Volksgeist” dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena
“Volksgeist” masing-masing masyarakat berlain-lain.6)

Demikianlah halnya dengan Hukum Adat di Indonesia. Seperti
halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di muka bumi
ini, maka Hukum Adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta
dipertahankan oleh Masyarakat Adat Indonesia karena timbul
dari sesuatu kebutuhan hidup vang nyata, cara hidup dan
pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan
masyarakat tempat Hukum Adat itu beriaku.

Demikian sepintas lintas mengenai Hukum Adat.

Hadirin yang kami hormati,
Pada tahur: 1960 dengan Ketetapan MPRS No. II'MPRS/
1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkan Hukum Adat sebagai
Azas-azas Pembinaan Hukum Nasional.
Ketetapan MPRS No. I'MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402
tersebut, merupakan garis-garis besar politik dibidang hukum
adat sebagai berikut :
a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai
dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum
adat yang tidak menghambat perkembangan masya-

rakat adil dan makmur.
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b. Di dalam usaha kearah homoginitas dalam bidang
hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang
hidup di Indonesia.

c. Dalam penyempumaan undang-undang hukum perka-
winan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya

faktor-faktor Agama, Adat dan lain-lainnya.

Dengan diundangkannya Tap MPRS No. I'MPRS/1960 tersebut
di atas, maka kedudukan serta peranan Hukum Adat dalam
pembinaan Hukum Nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu
sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan
makmur, merupakan landasannya.

Sangat tepat Keputusan MPRS tersebut, karena Hukum Adat
adalah bagian darni kebndayaan Indonesia. Suatu Hukum
yang timbul dari keseluruhan tingkah iaku, kesusilaan dan
kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari. Hukum yang dipatuhi,
ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat
dikatakan bahwa Hukum Adat tersebut adalah Hukum Rakyat
Indonesia.

Hukum Adat ini benar-benar merupakan Hukum Kepribadian
Indonesia karena Hukum Adat ini sangat jelas mencerminkan
ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa

Indonesia. Hukum Adat ini juga mencerminkan cara berpikir
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vang khas bangsa Indonesia. Selanjutnya Tapﬁ MPRS No.
I/MPRS/1960 tetsebut di atas, perlu kiranya juga diperhatikan
kata-kata “sepanjang tidak menghambat perkembangan
masyarakat adil dan makmur”, sebagai svarat dapatnya Hukum
Adat dipakai sebagai azas-azas/landasan pembinaan Hukum
Nasional. Ini sangat peniing karena hukum adat Indonesia terdiri

dari beberapa lingkaran-lingkaran hukum (rechskring).

Menurut van Vollenhoven dalam bukunya Het Adatsreckt van
Nederlandch Indie Jilid I, di mana tiap lingkaran hukum itu
memperlihatkan sifat dan coraknya sendiri yang antara satu
lingkaran hukum dan lingkaran hukum lainnya menunjukkan
perbedaan-perbedaan tertentu.

Oleh karena ttu Hukum Adat yang dipakai sebagai azas-azas
atazu landasan pembinaan Hukum Nasional harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepen-
tingan Nasional dan Negara vyang berdasarkan atas
persatuan bangsa,

2. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara
Indonesia yang berfalsatah Pancasila;

3. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-
Peraturan Tertulis (Undang-Undang);
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4. Hukum Adat yang bersih darn sifat-sifat Feodalisme,
Kapitalisme serta Pengisapan manusia atas manusia;,
5. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur-

unsur Agama.

Dengan demikian hukum adat yang dapat dipakai sebagai azas-
azas atau landasan pembinaan hukum nasional adalah bukan
Hukum Adat yang murni, tetapi Hukum Adat yang sudah bersih
dan memenuhi syarat-syarat di atas.
Ketentuan syarat-syarat di atas mengharuskan kita untuk
melakukan penelitian yang seksama terhadap seluruh komplek
adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. Penelitian tersebut diharapkan akan
menghasilkan kaidah-kaidah adat yang perlu ditinggalkan karena
dikualifikasi dapat menghambat perkembangan masyarakat yang
adil dan makmur, serta kaidah-kaidah yang memenuhi syarat
untuk diperkembangkan menjadi landasan pembinaan Hukum
Nasional.
Hal tersebut tidaklah sulit, karena Hukum Adat mempunyai
sifat-sifat yang istimewa antara lain :
“Hukum Adat adalah hukum rakyat yang tidak tertulis.
Demikian pula tidak ada suatu Badan Legislatif yang

17



secara revolusioner membuat peraturan baru pada setiap
perubahaii keadaan dan perubahan kebutuhan hukum.

Sebagai Hukum Rakyat yang mengatur kehidupannya
sendiri yang terus-menerus berubah dan berkembang,
Hukum Adat selalu pula menjalani perubaban-perubahan
vang terus meialui keputusan-keputusan atau penyele-
salan-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat
sebagai hasil temu rasa dan kata tentang pengisian
sesuatu Hukum Adat dalam permusyawaratan rakyat.
Dalam hal itu, setiap perkembangan yang terjadi selalu
mendapatkan tempatnya di dalam tata Hukum Adat. Dan
hal-hal yang lama yeng tidak lagi dapat dipergunakan
atau dipaka: secara tidak revolusioner pula lalu

ditinggalkan”.7)

Dar1 apa yang dikemukakan H.Moch Koesnoe di atas sekaligus

menjawab pula para pendapat yang mengatakan bahwa Hukum

Adat itu bersifat kaku, sulit berkembang, sulit menyesuaikan

diri dengan tuntutan perkembangan zaman.

Senada dengan apa yang ditulis oleh H. Moch Koesnoe di atas,

Soepomo, dalam buku beliau yang berjudul “Bab-bab tentang

Hukum Adat” menulis :
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“Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia
menjemalkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.
Sesuai dengan fitratnya sendirt, Hukum Adat terus
menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti

hidup itu sendir” 8)

Kembali saya membawa hadirin pada Tap MPRS No.
II/MPRS/1960. Dalam ;sub b dari Tap MPRS No. I'MPRS No.
I/MPRS/1960 dimaksud menegaskan bahwa, di dalam usaha-
usaha kearah homoginitas dalam bidang hukum diperhatikan
kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Ini berarti, bahwa
perasaan keadilan yang tercermin serta terpantul dalam
kehidupan masyarakat Indonesia schari-hari, wajib dijadikan
pedoman di dalam pelaksanaan perwujudan homogimtas dalain
bidang hukum. Ini berarti pula usaha-usaha ke arah homoginitas
dalam bidang hukum adalah usaha-usaha mengkonkntkan rasa
keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat im tentunya
berpedoman kepada ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebu-
tuhan-kebutuhan nasional bangsa Indonesia yang disesuaikan
dengan tuntutan hidep modemn pada dewasa ini. Oleh karena itu -
sedapat mungkin kita harus mengutamakan nilai-nilai dari pada
kebudayaan bangsa sendiri walaupun tidak menutup kemung-

kinan kita menerima lembaga-lembaga hukum asimg (baca :
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Barat) sepanjang tidak bertentangan dengan filsafat negara yaitu

Pancasila sebag; .1 kepribadian bangsa Indonesia.

“Kepribadian bangsa adalah ciri watak anggota masyarakat
pada umumnya vyang Kkonsisten menyeluruh yang
merupakan identitas sesuatn bangsa. Pengertian dimaksud
merupakan pengertian psikologi, namun ia lebih dekat
pada pengertian Antropologi yang disebut “Modal
Personaliti”, yang menunjukkan prilaku adat yang lahir
dari sistem kemasyarakatan dari  bangsa = yang
bersangkutan. Kepribadian bangsa Indonesia yang berasal
dari susunan masyarakat yang berbeda-beda (bhineka)
vang kemudian karena kesadaran senasib sepenang-
gungan, kesadaran atas kesamaan dan keragaman,
menumbuhkan persatuan dan kesatuan (tunggal ika).
Sehingga kepribadian bangsa yang tercermin dalam
kehidupan bermasyarakat dan bemegara adalah kepri-

badian Pancasiia”.9)

Dengan demikian jelaslah kita dapat saja menerima lembaga-
lembaga Hukum Asing atau Hukum Barat untuk melengkapi
pembinaan dan pembangunan hukum nasional asalkan tidak
bertentangan dengan kepribadian bangsa kita vaitu kepribadian

Pancasila.



Hasil kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan

Hukum Nasional pada tanggal 15 s/d tanggal 17 Januari 1975

yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaas Hukum Nasional,

bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,

tentang Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan

Hukum Nasional, sebagai berikut :

L

2

Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting
untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan
Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum
yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-
pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan,
dengan tidak mengabatkan timbul/tumbuhnya dan
perkembzngzannya hukum kebiasaan dan peranan

pengadilan dan pemnbinaan hukum;

. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam

penyusunan Hukum Nasional pada dasamya seperti

a. Prnggunaan konsep-konsep dan azas-azas lmkum dan
Hukum Adat untuk dirumuskan dalam nomma-norma
hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa
kini dan mendatang dalam rangka pembangunan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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b. Pembangunan Lembaga-lembaga Hukum Adat yang
dim >demisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan
zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat
kepribadian Indonesia;

¢. Memasukkan konsepsi-konsepsi dan Azas-azas Hukum
Adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan
lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang
dipergunakan untuk memperkaya dan memperkem-
bangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. dan seterusnya.

Dari hasi! seminar tersebut di atas, maka tugas yang penting
sekarang adalah bagaiamana kita harus menyiapkan nilai-nilai
hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat yang dapat
sesuai dengan tuntutan zaman menuju ke arah pembentukan
Hukum Nasional, sebagai hukum yang modem yang dapat
sejajar dengan hukum-hukum dari negara-negara yang telah maju
(Modem) di dunia. Untuk itu. kita harus terus-menerus menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Dalam suasana Globalisasi masyarakat dunia

dewasa ini. kita tidak dapat menutup diri.
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Masyarakat modem adalah masyarakat yang terbuka, maka
kitapun harus membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari
luar yang positif, dengan menerima pula konsepsi-konsepsi serta
lembaga-lembaga hukum asing (Hukum Barat) untuk memper-
kaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepribadian bangsa kita yaitu Pancasila.
Bagaimanapun Hukum Adat Modem nanti, sangat tergantung
dari yang memiliki hukum adat itu sendiri yaitu orang-orang
Indonesia sendiri. Dengan perkataan lain, masa depan Hukum
Adat ada ditangan orang Indonesia sendiri. Hukum Adat adalah
hukum rakyat dan hukum yang kerakyatan dan bukan hukum
elitair yang dibuat dan dipertahankan oleh segolongan orang-

orang yang termasuk elite dalam masyarakat.

Setelah Hukum Adat dijadikan Azas-azas Hukum
Nasional, maka kemudian lahirlah antara lain :

a. Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5
Tahun 1960; Undang-Undang int merupakan Undang-
Undang Nasional menggantikan berbagai jenis hukum
yang mengatur masalah pertanahan di tanah air;

b. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (UU
No. 2 Tahun 1960);



c¢. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan
("JU No. 5 Tahun 1967);

d. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pertam-
bangan (UU No. 11 Tahun 1967);

e. Undang-Undang Pengairan (UU No. 11 Tahun 1974);

f. Dan seterusnya.

~ “Hukum Adat vang dipakai asas-asas atau landasan Hukum
Nasional tersebut di atas adalah Hukum Adat yang telah
“disaneer” atau telah “dimeodenisir” artinya Hukum Adat yang
asli atau mumi yang dipermuda kembali bentuk-bentuk
pemyataannya dengan menerima pengertian-pengertian dan
lembaga-lembaga Hukuin Barat vang telah disesuaikan dengan
~tklim serta kondisi dan perasaan hukum masyarakat dan bangsa
Indonesia pada abad sekarang ini”. 10)

Tindakan ini sangat perlu karena kita ingin mempunyai Hukum
serta perundang-undangan vyang Kualitasnya sejajar dengan
hukum negara-negara maju dan modem.

Bangsa Indonesia sangat fnendambakan mempunyal Kesatuan
Hukum Nasional yang modem yang dapat berlaku untuk seluruh
golongan-golongan penduduk untuk mengakhiri perbedaan-
perbedaan atau perlakuan hukum yang berbeda bagi warga

negara yang kita warisi sejak zaman kolonial Belanda dahulu.
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Susunan ekonoms baru, cita-cita industniahisasi yang maju,
perhubungan dagang baik dalam maupun luar negeri yang makin
hari makin meningkat, perburuhan yang perlu mendapat
perlindungan yang makin baik yang bersth dari pengisapan
manusia atas manusia, Hukum Pidana Belanda yang berlaku di
Indonesia dari tahun 1918 vang tidak sesuai lagi dengan tuntutan
zaman sekarang ini, akan meminta terbentuknya segera Hukum
hukum Nasional dalam bidang-bidang tersebut yang sejajar
dengan hukum-hukum negara maju dan modem. Nilai-mlai
universal atau asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai
universal seperti Asas Gotong Royong, Asas Fungsi Sosial
Marusia dan milik dalam masyarakat, Asas Persetujuan sebagai
dasar Kekuasaan Uinum dan Asas Perwakilan dan Permusya-
waratan dalam Sistem Pemerintahan, sangat perlu mendapat
perhatian dalam pembentukan Hukum-Hukum Nasionai, bahkan
lembaga-lembaga Hukum Adat yang dalam bentuk pemyataan

modern ditemi'kan pula dalam Hukum Intemasional.

Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam lapangan Hukum
Perdata dan Hukum Dagang akibat hubungan kita yang makin
meluas dengan Dunia Internasional, seperti hukum dalam
hubungannya dengan lapangan Kontrak, Hukum Keluarga,

Hukum Waris, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kepailitan dan
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sebagainys Hukum Adat akan senantiasa tampil untuk menye-
diakan banan-bahan pembentukan hukum-hukum tersebut. Ini

benar-benar membutuhkan keseriusan kita.

III. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar

Pembangunan Hukum

Pada tahun 1971 Pemilu yang pertama dilaksanakan
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1974 tanggal llv Maret 1974,
menetapkan :lencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75 -
1978/79, yang merupakan bagian dari pada Pola Dasar
Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) vyang teiah ditctapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pembangunan di bidang hukum terlihat pada Bagian III Bab 27
pada Lampiran Keppres tersebut diuraikan secara jelas dan tegas
kebijaksanaan pemerintahrdalam melaksanakan pembangunan di
bidang hukum. Ditekankan, balwa pembangunan bidang hukum
dilaksanakan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana
ditetapkan dalam Ketetapan MPK No. IV/MPR/1973 menyata-
kan, bahwa pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum

Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum
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Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur
yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia
vang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dan pembinaan
bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan Kesadaran Hukum
Rakyat yang berkembang ke arah modemisasi menurut tingkat-
tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga
tercapai Ketertiban dan Kepastian Hukum sebagai prasarana yang
harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa
sekaligus berfungsi sebagai sarana menumjang perkembangan
modernisasi dan pembangunan yang menveluruh, dilakukan
dengan :

a. peningkatan dan penyempuriiaan pembinaar Hukum
Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan,
kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang
tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum
dalam masyarakat.

b. menerbitkan fungsi Lembaga-Lembaga Hukum menurut
proporsinya masing-masing.

c. peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-

penegak hukum.
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Melihat apa yang dirumﬁskan oleh GBHN bagi pembangunan di
bidang hukum tersebut, pada intinya terlihat adanya dua unsur
pokok, yaitu :
1. Sumber Tertib Hukum Negara tidak lain adalah
Pancasila sebagai landasan/Asas-Asas Pembangunan
Hukum;
2. Kesadaran Hukum Rakyat dalam masyarakat perlu
diperhatikan.

Bagatamana halnya dengan Hukum Adat ?

Adapun kebijaksanaan pokok dalam pembinaan hukum,
khususnya dalam pembinaan terhadap Hukum Adat, ditegaskan
pada Bagian Il Bab 27 paragrap Il Sub I Keppres No. 11 Tahun
1974 tanggal 11 Maret 1974, bahwa pembinaannya diarahkan

kepada Kesatuan Bangsa dan perkembangan pembangunan.

R. Soercjo Wignjodipoero, menulis dalam bukunya yang
berjudul “Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat
setelah Kemerdekaan” sebagai berikut :

“Menurut hemat kami, bahwa azas-azas serta lembaga-
lembaga Hukum Adat yang dalam kenyataan kini masih
hidup dengan subumya di dalam kehidupan rakyat sehari-
hart di pelbagai daerah di seluruh Nusantara ini,
perkembangan dan pembAinaannya wajib diarahkan untuk
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memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa
kini dan masa mendatang dalam rangka pembangunan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Dengan demikian maka segala azas serta
lembaga yang dipandang dapat merupakan hambatan bagi
perkembangan pembangunan tersebut dalam bentuk
pemyataan yang asli, sedapat mungkin harus diremaja-
kan, dimodernisasi, diberi bentuk pemyataan yang baru
yang sesual dengan kebutuhan zaman tanpa menghilang-

kan ciri dan sifat kepribadian Indonesianya™.11)

Tepat apa yang dikemukakan Soerojo Wignjodipoero d: atas,
karena dengan demikian kedudukan dan peranan Hukum Adat
dalam pembangunan hukum nasional cukup jelas, sehingga
unifikasi hukum dalam Hukum Adat akan lebih cepat tercapai.
Pancasila yang merupakan falsafah maupun dasar Negara
Republik Indonesia pada hakekatnya tidak lain digali dari
Hukum Adat Indonesia. Sesungguhnyalah dengan ditetapkannya
Pancasila sebagai Dasar Negara, kemudian disahkannya UUD
1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 justru memperkuat kedu-
dukan Hukum Adat itu sendir.



H. Moch Koesnoe dalam buku beliau yang berjudul
“Hukum Adat Dewasa ini”, sebagai berikut :

“Dar 1tu maka pembukaan dan Undang-Undang Dasar
1945 beserta penjelasannya adalah merupakan
Penjelmaan Hukum Adat secara modem di Indonesia.
Di sim Hukum Adat dar lingkungan-lingkungan
masyarakat desa, yaitu : lingkungan masyarakat kecil,
ditarik ke dalam tingkatan yang lebih luas sebagai
perluasan skala, yaitu : Nasional.

Dalam peningkatan ini azas-azas dasar Hukum Adat
seperti musyawarah, mufakat dan sebagainya tetap

menjadi acuannya”.12)

Apa yang ditulis oleh H-Moch Koesnoe di atas adalah tepat
mengingat pada waktu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
1945 yang diketuai oleh Ir. Soekamo, kemudian Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk Panitia Kecil
Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo.
Soepomo ini terkenal sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia,
yang banyak memasukkan nilai-nilai Hukum Adat ke dalam
Pembukaan, Batang tubuh, maupun Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945. Sehingga dapat dikatakan Hukum Adat memberi
corak maupun wama dari Undang-Undang Dasar 1945. Panitia



V.

perumus berhasil menyusun suatu naskah Rancangan
Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam
Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar inilah untuk
pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara, yang
kemudian diterima baik oleh Badan Penyelidik Persiapan

Kemerdeka-an (BPPK) pada tanggal 16 Juli 1945,

Hukum Adat Dalam Suasana Globalisasi

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi
informasi dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung
pasti akan mempengaruhi isi dan corak sistem Hukum Nasional

indonesia tanpa kecualt Hukum Adat.

Hal ini tak dapat dihindarkan karenia pergaulan antamegara vang
makin meluas, baik dalam perdagagangan Internasional maupun
dalam bidang-bidang lainnya yang tidak mungkin lagi tetap
mempertahankan “kemurnian” penerapan nilai-nilar Hukum
Adat. vang mau tidak mau Hukum Adat harus disesuaikan

dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya.

Tetapt walaupun demikian azas-azas dart Hukum Adat itu
sendiri harus tetap dipertahankan, walaupun Kita harus secara
terbuka menertma peraturan-peraturan hukum dan luar (asing)

atau yang bersifat Internasional.
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Sunaryatt Hartono Sunario, dalam pidato pengukuhan beliau
untuk jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran pada tanggal 1 Agustus 1991 yang
berjudul “Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana
Globalisasi Masyarakat Dunia”, menulis sebagai berikut :
“Hal ini menunjukkan bahwa kita semakin banyak
membutuhkan sarjana-sarjana hukum yang memahami
bidang-bidang Hukum Intemmasional dan Hukum Trans
Nasicna! itu. Bukan untuk sekedar mengikuti arus
globalisast secara otomatis, akan tetapt justru untuk
dapat memilih secara sadar kaedah-kaedah asing,
Internasional atau Trans nasional yang mana yang baik
atau boleh kita terima, yang mana seyogyanya kita tidak
terima ke dalarn sistem Hukum Nasional Kita, bahkan
harus kita tolak demi pelestarian jati diri dan kepribadian

bangsa Indonesia”.13)

Selanjutnya beliau mengatakan ;

“Sebagal akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan
perdagangan Internasional, cukup banyak peraturan-
peraturan hukum vyang asing atau yang bersifat
Internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-

undangan Nasional seperti rmisalnya di dalam hal surat-
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surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer dan

sebagainya”.14)

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Ny. Sunaryati Hartono
Sunario di atas, demi untuk memperkaya dan memperkem-
bangkan Hukum Adat maupun Hukuri Nasional, memasukkan
lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-iembaga hukum dari
hukum asing bukanlah masalah karena Hukum Adat yang
bersifat dinamis vyang mudah menyesuaikan dirt  dengan
perkembangan zaman, mempunyai nilai-miai yang Univesal serta
mempunyai pula Lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk
pemmyataan modemn  diketemukan pula dalam  Hukum
Internasional. Ini berarti pula bagi Hukum Adat tidaklah sulit
menerima globalisas: tersebut dengan syarat utama tidak
bertentangan dengan kepribadian bangsa vaitu Pancasila dan

Hukum Dasar Tertulis Negara yaitu UUD 1945

.Penutuo
Sesuai dengan apa vang.telah diuraikan di atas, dengan
dasar-dasar pemikiran seperti diuratkan di atas, peranan Hukum
Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia cukup
besar. Hal ini dikarenakan Hukum Adat merupakan Kebudayaan

Nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dap semangat
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bangsa, menonjolkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan
hidup bangsa Indonesia.

Pancasila yang digali dari Hukum Adat yang kemudian menjadi
Dasar Negara, Falsafah Bangsa serta Norma dasar, justru
dengan adanya Pancasila im Hukum Adat kedudukan maupun
peranan khususnya dalam Pembangunan Hukum Nasional makin
besar, karena Hukum Adat menjadi dasar-dasar elemen, unsur-
unsur, hukum yang kita masukkan dalam Hukum Nasional yang

dibentuk.

Hukum Adat yang pada umumnya tidak tertulis menunjukkan
sifat yang dinamis sehingga mudah dapat berkembang menye-
suaikan diri dengan perkembangan zaman, mempunyat nilai-nilai
vang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam
bentuk pemyataan modem ditemukan juga dalam Hukum
Internasional. Ini berarti pula bahwa Hukum Adat bersifat
terbuka, yang berarti dapat menerima lembaga-lembaga hukum
baru (Hukum Asing, Hukum Barat) sepanjang untuk memper-
kaya maupun untuk memperkembangkan Hukum Nasional, asal
tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila
serta hukum dasar tertulis negara yaitu UUD 1945.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah
saya menyampaikan ucapan tertma kasih serta penghargaan.
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Univeisitas Diponegoro.
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MSc atas petunjuk-petunjuknya dalam penyelesaian Karya
Imiah setara Disertasi tersebut, saya mengucapkan terima kasih
serta penghargaan saya yang tinggi kepada beliau-beliau
tersebut.

Ucapan terima kasih sava ucapkan kepada rekan-rekan
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rasa setia kawan anda sekahan.
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Kepada Ayah dan Ibu (almarhum) saya sampaikan rasa hormat
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